


KEDUA Pelaksanaan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang­
undangan dan amanat Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana
Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, dan Program
Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

KETIGA Setiap pimpinan satuan kerja agar mengoordinasikan dan
melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU pada satuan/unit kerja masing-masing.

KEEMPAT: Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESA TU se bagai beriku t: 
a. Sekretaris J enderal mengoordinasikan pelaksanaan dan

pemantauan tindak lanjut secara berkala; 
b. Direktur Jenderal dan Kepala Badan mengoordinasikan

pelaksanaan tindak lanjut kepada unit kerja masing-masing
dan satuan kerja vertikal/Unit Pelaksana Teknis;

c. Inspektur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan tindak
lanjut secara berkala;

d. Rektor / Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada unit
kerja masing-masing. 

e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada satuan
kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah,
dan satuan pendidikan keagamaan di wilayah kerjanya
masing-masing; dan

f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala
Balai, dan Kepala Madrasah/ Sekolah melaksanakan
kebijakan Kepala Kantor Wilayah/Pimpinan Unit Eselon I
terkait.

KELIMA Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan
melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri Agama
melalui Sekretaris cJenderal dengan tembusan Inspektur
Jenderal.

KEENAM: Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta 
pada tanggal 31 Maret 2026
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR
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